
Menimbang

Mengingat

BUPATI TANA TORA^IA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORA.IA
NOMOR 14 TAHUN 2OI5

TENTANG

PENGEi'LAAN KEUANGAN LEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA}IA ESA

BUPATI TANA TORA.IA,

bahwa untuk melaksanakal ketentuan Pasal 43 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetaPkal Peraturan
Bupati TaIa Toraja tentang Pengelolaan Keuangan t embalg;

1. Undalg-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-dearah Tingkat II di Sulawesi
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahar, l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
18221;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor I26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang
Pembentukan Peraturan Pemndalg-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O7l Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nornor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
54e5);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemr.:rintahan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubair
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubaian Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran
Negara Repubtk Indonesia Tahun 2O15 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (l-cmbaral Negara Republik Indonesia
Tahun 20 14 Nomor 123, Tambahan lembara-n Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
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2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedomal Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaal Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

11. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015
tentang Pedoman Pembalgunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O94);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Talra Toraja Nomor 2 Tahun
20 13 tentang Nama, Jumtrah Kecamatan, Kelurahan dan
Lembalg dalam Kabupaten Tana Toraja (l,embaran Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TANA TORA.IA TENTANG PENGEI-OLAAN
KEUANGAN LEMBANG.

BAI} I
KETENTUAN UMUM

Pasa-l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatal.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjumya disingkat APBD

ada'lah Rencana Keualgan Ta.hunal Pemerintahal Daerah yang dibahas dan
disetujui trersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahal Daerah yalg memimpin pelalsanaal urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. t embang adal,ah kesatual masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang ber-wenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

. pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indorresia.

7. Pemerintahan I-embang adalal-r penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesaluan Repu blik Indonesia.

8. Pemerintah I-embang adalah kepala Lembang dibantu perangkat Lembang
scbagai unsur pcnyelcnglara Pemerintahan [,embang.

9. Badan Permusyawaratan Lembang, selanjutnya disingkat BpL adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk l,embang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.

10. Keuangan kmbang adalah semua hak dan kewajiban Irmbang yang dapat
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dinilai dengan uang serta segala- barang yang

U..ttrU,r.g"" dengan pelaksanaan h

11. J*: 
*r,HI

i2. Rencana Kerja Pemerintah kmban disingkat RKPL adalah

pcnjabaran dari Rcncana Pembang'r enengah Lembang untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun'

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, selanjutnya disingkat APBL'

aai[n rencana keuangan tahunan Pt merintahan kmbang'

74. Dana kmbalg aderlah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan

belanjanegarayangdiperuntuklranbagiLembangyangditransfermelalui

".rggi.^. 
plndapata'n dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraala pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatal, dan pemberdayaan masyarakat.

15. Alokasi Dana Lcmbang, selanjutnya disingkat ADL, adalah dana perimbalgan
yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran

" Pendapatan Belanja Daerah.

17. Pernega-ng Kekuasaan Pengelolaan Keuanga:r Lembang adalah Kepala
lembang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan

. keseluruhan pengelolaan keuangan kmbang.
18. Pelaksala Teknis Pengelolaan Keuangan Lembang yang selanjutnya disingkat

PTPKL adaiah unsur per.rngkat kmbang yang membantu Kepala Lembang
untuk melaksanakan pengelolaan keuarigan Lembarig.

19. Sekretaris Lembang adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan
pengelolaan keuangan Lembang.

20. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis sesuai dengan bidangnya.
21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat l,embang yang membidangi urusan

administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kmbang.
22. Rekening Kas l,cmbang adalah rekcning tempat menyimpan uang PemerinLah

Lembang yang menampung seluruh penerimaan lcmbang dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluarErn lembang pada Bank yang ditetapkan.

23. Penerimaan Lembang adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan
kmbang yang masuk ke APBL melalui rekening kas kmbang.

24. Pengeluaran Lenrbang adalah Uang yang dikeluarkan dari APBL melalui
rekening kas Lembang.

25. Surplus Anggaran Lembang adalah selisih lebih antara pendapatan Lembang
dengan belanja l,embang.

26. Defisit Anggaran kmbang adalah selisih kurang antara pendapatan Lembang
dengan belanja Lembang.

27. sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat silpA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluarzrn Ernggzuzrn selama satu
periode anggaran.

28., Peraturan Lemba-ng adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Lembang setelah dibahas dan clisepakati bersama Badan
Permusyawaratan Lembang.

29. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TpK adalah tim yang
ditetapkan oleh kepala Lembang dengan surat Keputusan, terdiri dari unsui
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Pemerintah Lembang dan unsur lembaga kemas5rarakatan Lembang untuk
inelaksanakan pengadaan Barang/Jasa.

30. Badan Usaha Milik Lembang, selanjutnya disingkat BUML adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Lembang
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan lrmbang
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan. dan usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat l,embang.

BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBANG

Pasal 2

(1) Keuangan Lembang dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikelola dalam masa 1 (satu) ta-hun anggaran yakni mulai tanggal I Januari
Sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBANG

Pasal 3

(1) Kepala Lembang adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
Lembang dan mewakili Pemerintah Lembang dalam kepemilikan kekayaan
milik Lembarg yang dipisahkan.

(2) Kepala Lembang sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
(3) Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (l), mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentartB pelaksanaan APBL;
b. menetapkan PTPKL;

.. c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Lembang;
dan

d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBL;

. e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBL.

(4) Kepala kmbang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kmbang,
dibantu olch PTPKL.

Pasal 4

(l) PTPKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur
Perangkat Lembang,terdiri dari:
a. Sekretaris l*mbang;
b. Kepa1a Seksi; dan
c. Bendahara.

(2) P.TPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala kmbang.

Pasal 5

(1) Sekretaris lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) huruf a
bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan
Lembang.
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1i; Sekretaris Lembang selaku koordinator pelaksaria teknis pengelolaan

keuangan kmbang Jebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hrgas:

a. men5rusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBL;

b.menyusunRancanganPeraturanl.embangtentangAPBL,perubahan
APBL dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBL;

c. melakukan pengendalian terhadap pelalsanaan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam APBL;

d.menyusunpelaporandanpertanggungiawabanpelaksanaanAPBL;dan
e. melakukan verihkasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran

APBL.

Pasal 6

(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 4 ayat (1) huruf b bertindak
sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya;

b. melaksanakan kegiatan danr/ atau bersama Lembaga Kemasyarakatan
l,embang yang telah ditetapkan di dalam APBL;

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran
belanja kegiatan;

d. mengendalikal pelaksanaan kegiatan;
e. melaporkan perkembangali pelaksanaam kegiatan kepada Kepala kmbang;

dan
f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan

kegiatan.

Pasal 7

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat
oleh staf pada Urusan Keuangan.

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (U mempunyai tugas:
meneli.tna, trenyirnpan, menyetorkan/membayar, menatausahakau, dati
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Lembang dan
pengeluaran pendapatan Lembang dalam rangka pelaksanaan APBL.

BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BET.ANJA LEMBANG

Pasal 8

(1) APBl,terdiri atas:
a. Pendapatan Lembang;
b. Belanja Lembang; dan

. c. Pembiayaan lembang.
(2) Pendapatan kmbang sebagaimana dimaksud pada ayat

diklasifrkasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan.

(3) Belanja trmbang sebagaimana dimaksud pada ayat
diklasilikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis belanja.

(1) huruf a

(1) huruf b

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan
rhenurut kelompok dan jenis pembiayaan.

I
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a. men1rusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBL;

b. menyusun Rancangan Peraturan Lembang tentang APBL' penrbahart

RpgL dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBL;

c. melakukan pengenaalian terhadap pelaksanaal kegiatan yang telah

ditetapkan dalam APBL;

d. menyusun pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan APBL; dan

e. melakukan verifrkasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran

APBL.

Pasal 6

(l) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) huruf b bertindak' 
sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya'

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. men)rusun rencana pelalsanaan kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya;
b. melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama l*mbaga Kemasyarakatan

kmbalg yang telah ditetapkan di dalam APBL;

c. melakukan tindakan pengeluaran yang rnenyebabkan atas beban anggaran
belanja kegiatan;

d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepda kmbang;
. dan
f. menyiapkan dokumen angg€Iran atas beban pengeluaran pelaksanaan

kegiatan.

Pasal 7

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat
oleh staf pada Urusan Keuangan.

{2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan
mempertanggungiawabkan penerimaan pendapatan Lembang dan
pengeluaran pendapatan L.embang dalam rangka pelaksanaan APBL.

BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.,ANJA LEMBANG

Pasal 8

(1) APBl,terdiri atas:
a. Pendapatan Lernbang;
b. Belanja kmbang; dan
c. Pembiayaan Lembang.

(2) Pendapatan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan.

(3) Belanja Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diklasihkasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis belanja.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan
menurut kelompok dan jenis pembiayaan.
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Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 9

(1) Pendapatan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l) huruf a,
melipuri semua penerimaan uang meialui rekening Lembang yang merupakan
hak Lembang dalam ) (satu) tahun anggaran yang tidak perlu ciibayar
kembaii oleh Lembang.

(2) Pendapatan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri
atas kelompok:
a. Pendapatan Asli Lembang (PAL);

b. Transfer; dan
c. Pendapatan Lain-Lain.

(3) Kelompok PAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas
jenis:
a. Hasil usaha;
b. Hasil aset;
c. Swadaya, partisipasi dan gotong rovong; dan
d. Lain-lain pendapatan asli lrmbang.

(4) Hasil usaha lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara
Iain hasil BUML, tanah kas Lembang.

(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain pasar
Lembang, tempat pemandian umlrm dan jaringan irigasi.

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran
serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang'

(7) Lain-lain pendapatan asli Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf d antara lain hasil pr.rngutan Lembang.

Pasal 1O

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b,

terdiri atas jenis:
a. Dana kmbang;
b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. Alokasi Dana Lembang (ADL);dan

d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, dan
e. Bantuan Keuangan APBD.

(2) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
terdiri atas jenis:
a. Hibalr dan Sumbangan dari pihaJ< ketiga yang tidak mengikat; dan
b. Lain-lain pendapatarr Lembang yang sah.

Pasal 11

(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang

9ari pihak ketiga.

(2) Lain-larn pendapatan kmbang yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal
1o ayat (2) hurui b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan
pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Lembang.
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Bagian Kedua
Belanja Lembang

Pasal 12

(1) Betanja Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l) huruf b,
meliputi semua pengeluaran dari rekening Lembang yang merupakan
kewajiban kmbang dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kemba-li oleh kmbang.

(2) Belanja l,embang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan
dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Lembang.

Pasal 13

Klasifikasi Belanja kmbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

huruf b, terdiri atas kelomPok:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang;

b. Pelaksanaan Pembangunan l,embang;

c. Pembinaan Kemasyarakatan Lembang;

d. Pemberdayaan MasyarzrJ<at Lembalg; dan

e. Belanja Tak Terduga.

Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibagi dalam kegiatan
sesuri de.rgrt kebutuhan Lembang yang telah dituangkan dalam RKPL'

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :

a. Pegau,ai;

b. Barang dan Jasa; dan
c. Modal.

(l) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf' ' a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dall tunjangan bagi

Kepala Lembang dan Perangkat kmbang serta tunjangan BPL'

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
' ' kelompok Fenyelenggaraan Pemerintahan Lembang, kegiatan pembayaran

penghasilan tetaP dan tunjangan.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya
dibayarkan setiap bulan.

Pasal 14

Pasal 15

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)

huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. alat tulis kantor;
b. benda pos;
c. bahan/material;
d. pemeliharaan;
e. cetak/penggandaan;
f. sewa kantor l,embang;
g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
h. makanan dan minuman rapat;
i. pakaian dinas dan atributnya;
j. pedalanan dinas;
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(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c,
digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian / pengadaan barang
atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Lembang.

Pasal 17

(1) Dalam keadaan dan-rrat dan / atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah
kmbang dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang dan/ atau mendesa-l<.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) yaitu anta-ra lain
dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena KlB/wabah.
(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dianggarkan da-lam belanja tidak terduga.

Pasal 18

(1) Pembiayaan lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l) huruf
c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang, bersangkutan maupun pada tahun -tahun anggaran berikutaya-

(2) Pembiayaan Lcmbang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas
kelompok:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
mencakup:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelrrmnya;
b. Pencairan Dana Cadangan; dan
c. Hasil penjualan kekayaan Lembang yang dipisahkan.

t

k. upah kerja;
L honorarium narasumber/ahli;
m. operasiond Pemerintah lrmbang;
n. operasional BPL;
o. insentif Rukun Tetangga / Rukun Warga; dan

p. pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat'

(3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksult{t ayat (21

huruf o adalah bantuan uang untuk operasiond lembaga RT/RW dalam

rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan' Perencanaan
p.rrib"rrgrrt rr, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat
kmbang.

(4) pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan.

Pasal 16



9

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan
penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja , dan sisa
dana kegiatan lanjutan.

{5) SiIPA sebageimerna dimaksud pada ayat {4) merupakan penerimaan
pembiayaal yang digunakan untuk:

. a. menutupi defrsit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari
pada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun arggElran

. belum diselesaikan.
(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

digunakan untuk mengan ga:.kan pencairan dana cadangan dari rekening
dana cadangan ke rekening kas Lembang dalam tahun anggaran berkenaan.

(7) Hasil penjualan kekayaar lrmbang yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan
kekayaan lrmbang yang dipisahkan.

Pasal 19

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)

urt.f b, terdiri dari :

a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
b. Penyertaan Modal Lemba-ag-

(2) Pemerintah kmbang dapat membentuk dana cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan
dananya tidak dapat sekaligrs/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun
anggaran.

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

ditetapkan dengan peraturan Lembang.

{4) Peraturan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memuat:
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggarar pelaksanaan dana cadangan.

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
bersumber dari penyisihan atas penerimaan Lembang, kecuali dari
penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf
a ditempatkaa pada rekening tersendiri.

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan
Kepala Lembang.

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 2O

(1) Sekretaris Lembang men5rusun Rancangan Peraturan Lcmbang tentang ApBL
berdasarkan RKPL tahun berkenaan.
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(2) Sekretaris Lembang menyampaikan rancangan Peraturan kmbang tentang
APBL kepada KePala kmbang.

(3) Rancangan peraturan kmbang tentang APBL sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan oleh Kepala kmbang kepada BPL untuk dibahas dan
disepakati bersama.

(4) Rarrcangan Peratur-an Lnmbang te]ntarlg APBL disepakati bersama

scbagaimara dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktobcr tahun
berjalan.

Pasal 2 1

(1) Rancangan Peraturan l,embang tentang APBL yang telah disepakati bersama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala
Lembang kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak
disepakati untuk dievaluasi.

(2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBL sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling latna 20 (dua puluh) hari ke{a sejak diterimanya
Rancangan Peraturan trmbang tentang APBL.

(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
' sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan l,embang tersebut berlaku

dengan sendirinya.

$) Dalan ha-l Bupati menyatakar: hasil eva,luasi Rancangan Peraturan l*mbang
tentang APBL tidat sesuai dengan kepentingan umum dan peraturart
pemndang-undangan yang tebih tinggr, Kepala kmbang melakukan

. penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi.

Pasal 22

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Lembang sebagaimana
dimalsud dalam Pasal 2l ayat (a) dan Kepala L,embang tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Lembang tentang APBL menjadi Peraturan l,embang,
Bupati membataJkan Peraturare l*mbang dengan Keputusan Bupati.

(2) Pembatalan Peraturan lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBL tahun anggaran

sebelumnya.

(3) Da-lam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Lembang
hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan
Pemerintah l,embang.

(4) Kepala lrmbang memberhentikan pelaksanaan Peraturan kmbang Paling
larna 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan selanjutnya Kepala l,embang bersama BPL mencabut peraturan
[,embang dimaksud.

Pasal 23

(1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Lembang
tentang APBL kepada carnat.

(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBL sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya
Rancangan Peraturan Lembang tentang APBL.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan kmbang tersebut berlaku
dengan sendirinya.



valuasi Rancangan Peraturan l'embang

hasil eva-luasi.

(5)ApabilahasilevaluasitidakditindaklanjutiolehKepalal.embangsebagaimana'-' ai-"f."ra ayat (4) dan Kepala Lembang tetap menetapkan Rancangan

Peraturan kmbang tentang APBL menjadi Peraturan Lembang' Camat

-".y*p"ik*,r"r',irrr pembitalan Peraturan t'embang kepada Bupati'

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan

PeraturanLembangtentangAPBLlepadaCamatdiaturdalamPeraturan
Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 24

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran lrmbang dalam rangka pelaksanaan
' 

kewenangan Lembang dilaksanakan melalui rekening kas kmbang'

(2) Khusus bagi kmbang yang belum memiliki pelayanan perbankan di
wilayahnya maka pengaturarltlya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Semua penerimaan dan pengeluaral Lembang sebagaimala dimalsud pada
ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25
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(l) Pemerintah l,embang dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan
' lembang selain yang ditetapkan dalam peraturan lembang.

(2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas lrmbang pada jumlah tertentu
dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah lembang.

(3) Jumlah ualg yang disimpan oleh bendahara dalam kas Lembang
sebagairnana dimaksud pada ayat 12) adalah maksimal sebesar
Rp.5.0OO.00O,-(lima juta rupiah).

Pasal 26

(I) Pengeluaran lembang yang mengakibatkan beban APBL tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan peraturan Lembang tentang APBL ditetapkan
menjadi peraturan Lembang.

(2) Pengeluaran Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran
yang ditetapkan dalam peraturan kepala Lembang.

(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran
Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Lembang.

Pasal 27

(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan
harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) di verifikasi
oleh Sekretaris l,embang dan disahkan oleh Kepala Lembang.

(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang
menyebabkan atas beban anggararl belanja kegiatan dengan
mempergu.nakan buku pembaltu kas kegiatan sebagai pertanggungjawabal
pelaksanaan kegiatan di Lembang.
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Pasal 28

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

b. Pernyataan tanggungiawab belanja; dan

c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 30

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29, Sekretaris Lembang berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yarrg di4iukar oleh

pelaksana kegiatan;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBL yang tercantum
. dalam permintaan pembayaran;
c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan
apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Lembang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Lembang menyetujui permintaal pembayaran
dan bendahara melakukan pembayaran.

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya
bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara Lembang sebagai wajib pungut pqlak penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungu.tnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 32

P-engadaan barang dan/ atau jasa di Lcmbang diatur dengan peraturan Bupati
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) X'S:ffiil#iffi;'"*fffi'#ffi;

{21 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
t"' ;;rt;i;ir'Iil"r."t"" 

"ebelum 
barang dan/atau jasa diterima'

(1) Pembahan Peraturan Lembang tentang ApBL dapat dilakukan apabila terjadi:
a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis

belanja;
b. keadaan yang meny,ebabkan sisa rebih perhitungan anggaran (SilpA) tahun

sebelumnya hams digunakan dalam tahun bedalan;
c. terjadi Penambahan dan/atau pengurangan daram pendapatan Lembang

pada tahun beq'alan; dan/atau
d. te{adi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,

dan/ atau kerusuhan sosiat yang berkepanjangan;
e. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah Daerah.
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(2)PerubahanAPBLhanyadapatdilakukanl(satu)kalidalaml(satu)tahun
anP€laran

(3) Penggunaan SiLPA tah
perubahan APBL, Yaitu
anggaran (SILPA) tahun

Pasal 34

(1) Dalam hal bantuan keuangan dari APBD..Provi' b"nt "n 
pihak ketiga yang tidak mengikat k

ditetapkannya Peraturan l,embang tentan
perubahan diatur dengan Peraturan Kepala
APBL.

(2) Perubahan APBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada

BPL.

(4) fata cara Pengajuan' penetaPan APBL.
perubahan APBL adalah sama dengan tata cara

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 35

(1) Penatausahaan dilakukar oleh Bendahara l,embang'

(2) Bendahara Lembang wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Bendahara kmbang wajib mempertanggungiawabkan uang mela-lui laporan
perta n ggurr gj awa ba.n.

(4) Laporan pertanggungjanvaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan setiap bulan kepada Kepala [,embang dan paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (2\, menggunakan:
a. buku kas umum;
b. buku l(as Pcmbantu Pajak; dan
c. buku Bank.

Bagran Keempat
Pelaporan

Pasal 37

(1) Kepala l,embang menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ApBL kepada
Bupati berupa:
a. laporan semester pertama; dan
b. laporan semester akhir tahun.

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimal<sud pada ayat (l) huruf a
berupa laporan realisasi APBL.

(3) Laporan .realisasi pelaksanaan ApBL sebagaimana dimaksud pada a5,at (1)
huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun 

-berjalan.

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikuinya.
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Bagian Kelima
Pertang4rngiawaban

Pasal 38

(l) Kepala Lembalg menyampaikal laporan pertanggungiawaban realisasi
pelaksanaan APBL kepada Bupati setiap a-khir tahun anggaran.

(2) l,aporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan APBL sebagaimana
dimaksud pada ayat (I), terdiri dari pendapatan, belalja, dan pembiayaan.

(3) Laporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan APBL sebagaimana
dimaksud pad,a ayat (21 ditetapkan dengan P€ratura-n l*mbang.

(4) Peraturan Lembang tentang laporan pertanggungiawaban realisasi
pelaksanaan APBL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

' a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBL Tahun
Anggaran berkenaan;

b. format l,aporan Kekayaan Milik Lembang per 31 Desember Tahun
Anggaran berkenaan; dan

c. format laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk
ke Lembang.

Pasal 39

l,aporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBL sebagaimana
dimaksud dalam pasal 38 ayat (I) merupakan bagian 6dak terpisahkan dari
laporan penyelenggaraan Pemerintahan kmbang.

Pasal 4O

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diinformasikan
kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah
diakses oleh masyaralal

(2) Media informasi sebagaim6pa dimaksud pada ayat (1) antara lain papan
pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 41

(1) l,aporan realisasi dan laporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan
APBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada
Bupati melalui camat.

(2) l,aporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan APBL sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat I (satu) bulan setelah
akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 42

Format Ralcangan Peraturan Lembang tentang APBL, Rencana Anggaran Biaya,
Buku Pembantu Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan
Tanggungjawab Belanja, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembaatu pajak, Buku
Bank tembang, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBL pada semester pertama
dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBL semester alhir tahun serta Laporan
Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan APBL Tahun Anggaran dan Laporan
Kekayaan Milik Lembang sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. '
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BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

(1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan
penyaluran Dana Lembang, Alokasi Dana kmbang, dan Bagi hasil Pajak dan
Retribusi Daerah kepada l-embang.

(2) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan
keuangan Lembang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja
Nomor 38 Tahun 2O07 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan lembang
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ora-llg mengetahuinya, memerintahkan pengundaflga.n Peraturau
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
tanggal 8 Jud 2015

TANA TORAJA,

LUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makal
pada

SEK UPATEN TANA TORAJA,

OMA

a
t

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORA.IA TAHUN 2015 NOMOR 14



t

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 14 TAHUN 2015
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBANG

FORMAT RANCANGAN PERATURAN LEMBANG TENTANG APBL, RENCANA
ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT

PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA,
PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBL SEMESTER, SERTA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBL

A. RANCANGAN PERATURAN LEMBANG TENTANG APBL

KEPALA LEMBANG .................
I(ABUPATEN TANA TORAJA

RANCANGAN PERATURAN LEMBANG

NOMOR TAHUN

1

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPAI,A T,E]\,IRANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG
TAHUN ANCCARAN ..................

Mcnimbang

Mengingat

2

a. bahrva untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Ncgeri
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mcnl,usult
Rancangan Peraturan Lembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang;

b. bahrva Rancangan Peraturan Lembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanla
Lembang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibahas dan drsepakati bersama
Badan Permusyawarata. Lembang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Lembang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Lembang Tahun Anggaran ........;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesra Nomor 5495)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55694);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Il3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
I(euangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
Peraturan Daerah lGbupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama,
Jumlah Kecamatan, l(elurahan dan Lembang Dalam Kabupaten Tana Toraja
(Lembaran Daerah l(abupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor Tahun ........ tentang Pengelolaan
Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun ....,...... Nomor . ... );
Dst......;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG .

dan
I(EPALA LEMBANG ...,.,,,,,.........

MEMUTUSI(AN

RANCANGAN PERATURAT.i LEMBANO ........,
DAN BELANJA LEMBANG TAHUN ANGGARAN

3

4

5

6

7

8

Menetapkan TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
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Pasal I
Anggaran Pendapatan darr Belaaja kmbang Tahun Anggaran .."" dengan rinciar sebagai berikut:

1. Pendapatan Lembang Rp.......................

2.. Ba:larja kmbang
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerirttah Lembalg Rp.

b. Bidang Pembangunan Rp.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyaralrat

e. Bidang Tak Terduga

Jumlah Belanja

Surplus/Defisit

RP

Rp

Rp.............................

Rp.-......--...-...........

3. Pembiayaan lembang

a. Penertnaan Pembiayaarr

b. Pengeluaran Pembiayaan

S6lisih Pembiayaan ( a - b )

Rp. ...........................

Rp. ...............,.,,,,.,....

Rp

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai An8garan Pendapatan dan Belanja l,embang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

\- l, tercaltum dalam lampiran Peraturan Lembang ini berupe Rinciar Struldur Anggaran Pendapatan dan

Belaaja kmbang.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimala dimaksud dalam Pasal 2 mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Lembang ini.

Pasal 4

Kepala l,cmbang menetapkan Peraturan Kepala Lembang dan/atau Keputusan Kepala Lmbang guna

pelaksanaan Peratura, Lembarg ini' 
pasal 5

Peraturan lembang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkaa.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratura-n Lcmbang ini dengan

penempatan nya dalarn L€mbaran lembang.............

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPAI"A LEMBANG

Diundangkan di .........
pada ta,rggal .............

SEKRETARIS LEMBANG

LEMBARAN LEMBANG TAHUN NOMOR



a

LAMPIRAN : PERATURAN LEMBANG
NOMOR :

TtrNTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
LEMBANG TAHUN ANGGARAN........,..

FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG

PEMERINTAH LEMBANG...
TAHUN ANGGARAN

KODF]
REKENI

NG

URAIAN ANGGARAN
(Rp.)

KETERANG
AN

I 2 3 4
t PENDAPATAN
I 1 Pendop atan Asli Lemb anq
1 1 I Hasil Usaha
I I 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong

Royong
1 1 J Lain-lain Pendapatan Asli Lembang

yang sah

I 2 Pendapatan Tlan sfer
1 I Dana Lembang
1 2 2 Bagian dari hasil pajak & retribusi

daerah kabupaten
1 2 2 Alokasi Dana lembang
1 2 4 Bantuan Keuangan
1 2 4 I Bantuan Provinsi
I 2 4 2 Bantuan Kabupaten

I 3 Perd.apatan Lain lain
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-

3 yang tidak mengikat
1 J 2 Lain-lain Pendapatan L.embang yang

sah

JUMLAH PENDAPATAN

a BELANJA
2 I Bidang Pengelengg araan Pemerintalan

Lembang
c 1 1 Penghasilan Tetap dan T\rniangan
2 1 1 1 Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap Kepala Lernbang dan
Peran gkat

- Tunjalgan Kepala lcmbang dan
Perangkat

- Tunjangan BPL

2 i 2 o rasional Perkantoran
c 1 2 2 Belan a Baran dan Jasa

- Alat Tulis Kantor
- Benda POS
- Pakaian Dinas dfan Atribut
- Pakaian Dinas
- Alat dan Bahan Kebersihan
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- Perialanan Dinas
- Pemeliharaan
- Air, Listrik,dan Telepon
- Honor
- dst

2 1 2 3 Belania Moda-l
- Komputer

i - ueia cian Kursi
- Mesin Tik
- dst

Operasional BPL2 1 .1

2 1 a Belania Barang dan Jasa
- ATK
- Penggandaan
-Konsumsi Rapat
- dst

2 I 4 Operasional RT/ RW
c 1 4 c a Barang dan Jasa

- ATK
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
- dst

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Desa

2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasr
2 2 I 2 Belan dana asa

Upah a
- Honor
- dst.

2 2 1 3 Belanja Modal
- Semen
- Material
- dst.

2 2 2 jalan lembane
2 2 2 2 Belanja dan Jasa :

- Upah Keria
- Honor
- dst.

2 2 2 3 Belanja Modal:
-Aspal
- Pasir
- dst

2 2 3 Kegiatan

2 .J B Pembinaan Kema akata.n
2 3 I Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan

Ketertiban
2 3 I 2 Belan a Bar dan Jasa:

- Honor Pelatih
- Konsumsi
- Bahan Pelatihan
- dst....



5

2

tan3 22

MB Pem2 4
I Kegiatal Pelatihan KePala lrmbang

dan Pe t
2 4

dal Jasa;Belan aBa:.4 1 oc
latih- Honor

- Konsumsi
tihanBahan

- dst

2 4 2 Ke

2
5 1

Btdong Tak Terduga
adian Luar BiasaKe Ketano

2 5 I ) dal Jasa:Beian a Baran
- Honor tim
- Konsumsi

5 2 Ke atan

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembia aan
3 1 1 SILPA
3 1 o Pencairan Dana Cadan
3 I 3 Hasil Kekayaan kmbang Yang

di isahkal
JUMLAH RP

3 aanaran Pemb
3 2 I Pembentukan Dana Cad
3 2 c Modal l,em

JUMLAH RP

DISETUJUI OLEH
KEPALA LEMBANG

TTD
(
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B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARANBIAYA

LEMBANG KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

. Bidang
: Kegiatan
. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

taneqal

Disehrjui/ mengesahkan
Kepala kmbang

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian :
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasirtlrr.si leclornpok belanja lembang.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan lccgiatan dalam APBL.
3. .lalom 1 diisi dengan nomar urut.
4. kolom 2 dii.si dengan uraian bentpa rincian kebufithan dalam kegiatan.
5. kolom 3 dii.si dengan uolum.e dapdt berupa jumlah orang/ barang.
6. kolom 4 diisi dengan lnrga satuan gang merupakan besaran untuk membagar

orang/ barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antaro kolom 3 dengan kolom 4.

NO. URAIAN VOLTJME JUMI,AH
(Rp.)

I 2 3 4 5

JUMLAH (Rp.)
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D. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )

LEMBANG KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

. Bidang

. Kegiatan

. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

tanggd

Telah dilakukan verifikasi
Selrretaris kmbang

Pelaksana Kegiatan

1

2
3

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Lembang

Telah dibayar lunas
Bendahara

Pehmjuk pengisian:
1. Biilang diisi dengan kode rekening berdasorkan klasirtlesi belanja

lembang
2. Kegiatan diisi dengan kode relcening sesrai dengan urutan lcegiatan dalam APBL
3. Kolom 7 dengan nl.rzt.or untl
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan
5. Kolom 3 dibi dengan rincian pagu darw sesrni dengdn nendrra kegiatan
6. Kolom 1 diisi dengan rincian juniloh anggaran gang blalz dibagar sefufumnga-
7. Kolom 5 diisi dengan rincian gang dimintalcan unfrik dibagar.
8. Kolom 6 diisi d.engan jumlah permintaan dana sampai saat inL
9. Kolont 7 disi dengan sisa anggarun-

NO. URAIAN PAGU
ANGGARAN

PENCAIRAN
S.D. YG

I.ALU

PERMINTAAN
SEKARANG

JUMLAH
SAMPAI
SAAT INI

SISA
DANA

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

I 2 3 4 5 6 7

JUMLAH
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Format Pernyataan Tanggungiawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAE} BELANJA

LEMBANG KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang
2. Kegiatan

PENEzuMA URAIAN JUMLAH
NO.

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk
kelengkapan- aa.''i'ristrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-
undangan.
Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

. ..,tanggaJ
Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian-
1. Bidang dti.si dengan lrr,de rekening berdasarkan klasifileasi leelontpok belanja lernbang.

2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutdn kegiatan dalam APBL
3. Kolom 1 dirsi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penelima pembagamn gang ada di buldi belonja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperfuan belanja
6- kr,lon 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diis,i jumlah keselutuhz:n

Rl
432I

I-AH.I
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F' FORMAT LAPORAN REALISASI, 
;;NBELANJALEMBANG

1' LaPoran Realisasi Pelaksanaan
(Semester Peftama)

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja kmbang

T,qHUN ANGG.A.RAN.

JUMLA
H

REALIS
ASI

LAP MBANG
ANGGARAN 

PERTAMA

PEMERTNTAH LEMB'{NG..'

LEBIH/
KURAN

G
(Rp.)

KET
JUMLAH
ANGGAR

AN
(Rp.)

URAIAN.KODE

REKENI
NG

43t)
1

PENDAPATAN1

tan Asli LemPendI 1

Hasil UsahaI1 1

Goton Ro
Swadaya, PartisiPasi dan1 1 2

Lain-lain PendaPatan AsIi
[,em sah

1 a1

2 atanTlans r1

2 1 Dana km1

Bagian dari hasil pajak &
retribusi daerah
kabu ten

1 2 2

1 2 3 Alokasi Dana Irm
I 4 Bantuan Keuan
1 c ^ 1 Bantuan Provinsi
1 2 4 .) Bantuan Kabu aten

1 3 atan Lain lainPerul
I 3 I Hibah dan Sumbangan

dari pihak ke-3 yang
tidak m kat

1 \) 2
an sah

Lainlain Pendapatan
Lem

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA
2 1 Bidang Peng eleng g araan

Pemerintahan Lemb
2 I I

Ttrn an
Penghasilan Tet{p dan

2 I 1 I Belan aPe a1:

- Penghasilan Tetap Kepala
Lembang dan Perangkat

TU Ke
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argkatPerdanLembang
BPL- T\rnjangan

o anrtokanPerAIonS1ra212
dan JasaBe a Bar2212

-Alat Tulis Kantor
enda POSEI

Pakaian
Atribut

Dinas dan

- Pakaian Dinas
Bahan

Kebersihan
- Alat dan

alanal Dinas
- Peme liharaan
- Air nListrik dan Tel
- Honor
- clst

Belan a Modal1 2 3c
fer- Kom

-Me a dan Kursi
- Mesin Tik
- dst. .

I o rasic,nai BPL
1 3 dal JasaBelan a Baran

. ATK
-Pe daan
- Konsumsi Ra t
- dst

2 1 4 rasional RT RWo
.)

1 4 2 dan JasaBelan a Baran
- ATK
- Pen adaan
- Komsumsi Ra at
- dst ...

2 2 Bidang Pelaksanaan
Pem Irmban

2 2 1 1Perbaikan Salural I
c 2 1 2 Belan a Bar dan asa

-U a
- Honor
- dst

2 2 I 3 Belan a Moda-l
- Semen
- Material
- dst.

2 2 2 Pengaspalan jalan
Lemban

2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa
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-Il hKe a

- Honor

Belan a Modal:2 J2 2
-As
- Pasir
- dst ...

Kegiatan2 Jo

Kem arakatan
Bidang Pembinaanc 3

1 Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan
I(etertiban

2 3

dan Jasa:Belan a Baran2 \) 1 2
- Honor Pelatih
-Konsumsi
- Bahan Pelatihan
- dst.

2 Ke tano .)

,2 4 Bidang Pemberdayaan
Mas t

c 4 I

dal Peran t
Kegiatan Pelatihan Kepala
l,em

a 4 1 a Belanja Barang dan
Jasa:
- Honor Iatih
- Konsumsi

elaLihan- Bahan
- dst

2 4 2 Ke atan

2 Bida Tak Terdu a
a 1 Kegiatan Kejadian Luar

Biasa
5 1 Belanja Barang dan

.jasa:
- Honor tim
- Konsumsi

, rJ z ta:r

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/ DEFISIT

a
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PEMBIAYAAN3
PembiaPeneimaan aan3 1

SILPA113
Pencairan Darea1!)

Hasil KekaYaan Lembang
Yan sahkandi

3.1 I

JUMLAH RP

luaran Penbia dan3
Pembentukan Dana2 13

I,em
Pbnyertaan Modal2 2

RPJUMLAH

DISETUJUI OLEH
KEPALA LEMBANG

TTD
(
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2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggarar Pendapatan dan Belanja Lembang
(Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA LEMBANG

SET,IESTER AKHIR TAHUN
PEMEzuNTAH LEMBANG

TAHUN ANGGARAN

LEBIH/
ITTIDA\T

G

KBT

R

1

i

KODE
REXENI

NG

URAIAN JUMLAH
ANGGAR

AN
(Rp.)

JUMLAH
RE,qLISA

SI
(Rp.)

I 2 t3 4
PINDAHAN SALDO
(SEMESTER PERTAMA )

1

I I
PENDAPATAN
Pendapatar- Asli
Lembanq

I 1 Hasil Usaha
1 I 2 Swadaya, Partisipasi

dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan

Asli Lembang yans sah

I 2 Pendapatan Tlansfer
1 2 I Dana Lembang
1 c 2 Bagian dari hasil pajak &

retribusi daerah
kabupaten

2 3 Alokasi Dana kmbang
I c 4 Bantuall Keuangan
I 2 4 1 Bantuan Provinsi
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten

1 .f Pendapatan Lain lain
1 3 I Hibah dan Sumbangan

dari pihak ke-3 yang
uidak mensikat

I J 2 Lain-lain Pendapatan
Lembane yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA
2 I B id ang Peng eleng g araan

Pemerintahan l,embang

z I I Penghasilan Tetap dan
Tfrniangan

2 1 I I Belania Pegawai:
- Penghasilan Tetap Kepala
kmbang dan Perangkat
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2

- T\rnjar:ga.n Kepala
Lembang dan Pera-ngkat

- Ttrnjangan BPL

2 1 2 Operasional Perkantoran
2 1 2 2 Belania Barang dan Jasa

- AIat Tulis Kantor
- Benda POS
- Pakaian
Atribut

Dinas dan

- Pakaian Dinas
- AIat dan

Kebersihan
Ba'l.an

- Perialanan Dinas
- Pemeliharaan
- Air, Listrik,dan Telepon
- Honor
- dst

2 1 2 J Belan'ia Modal
- Komputer

| - ueia dan Kursi
- Mesin Tik
- dst

I J Opcrasiortal BPL
c 1 3 2 Belania Baranq dan Jasa

- ATK
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
-dst.

2 1 4 Operasional RT/ RW
c 1 4 , Belania Baralg dan Jasa

- ATK
- Penggadaan
- Konsumsi Rapat
- dst

2 o Bidang Pelaksanaan
Pembangunan lrmbang

c 2 1 Perbaikan Saluran lrigasr
c 1 c Belania Barane dan iasa

- Upah Keria
- Honor
- dst

2 2 1 3 Belania Modal
- Semen
- Material
- dst

2 2 2 Pengaspalan jalan
l,embanq

2 2 2 2 Belania Barang dan Jasa
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- Upah Keria
- Honor
- dst

2 2 2 3 Belania Modal:

- Pasir
- dst

2 2 3 Kegiatan

c 3 Bidang Pembinaan
Kemasvarakatan

2 3 I Kegiatan Pembinaan
Ke tentraman dan
Ketertiban

2 3 1 2 Belanja Barang dan
Jasa:
- Honor Pelatih
- Konsumsi
- Bahan Pelatihan
dst

2 3 2 Kegiatan

2 4 Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

a 4 I Kegiatan Pelatihan
Kepala Lmbang dan
Peran kat
Belanja Barang dan
Jasa:

,2 4 1
,2

- Honor pelatih
- Konsumsi
- Bahan pelatihan

dst
I

lli
2 4 2

c 5 Bidanq Tak Terduqa
') 5 1 Kegiatan Kejadian Luar

Biasa
c 5 1 2 Belanja Barang dan

Jasa:
- Honor tim
- Konsumsi

2 5 Kegiatan2

JUMLAH BELANJA
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ST]RPLUS / DEFISIT

.) rr,rvtE trl. r tll1.lr
J 1 Peneimaan Pembiagaan
3 I 1 SILPA
3 1 2 Pencairan Dana

Cadangan
3 I 3 Hasil Kekayaan

Lembang Yang di
pisahkan
JUMI-AH ( RP )

3 2 Pengeluaran
Pembiauaan

3 2 1 Pembentukan Dana
Cadangan

3 2 2 Penyertaan Modal
kmbang
JUMI,AH (RP )

DISETUJUI OLEH
KEPALA LEMBANG

TTD
(
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G. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBL

KEPALA LEMBANG .................
KABUPATEN TANA TORAJA

RANCANGAN PERATURAN LEMBANG

NOMOR T4HUN..........

Menimbang

\/ Mengingat

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNG.JAWABAN REAIJSASI PEI.AKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG
TAHUN ANGGARAN

DENGAN R{HMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBANG

lembang ......... Tahun Anggarar ...... ;

7- Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peratural Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala
bmbang wajib men5rusun Peraturan I€mbang tentang Laporan
Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksarlaan Anggaran Pendapatar dan Belanja

: 1. Unda-ng-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l€mbaran Negara tahun
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahar Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan peLakealaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Deoa' (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taiun 2014 Nomor 213, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 60 Taiun 2Ol4 tentarg Dana Desa Yang Bersumber Dari
Angga.rar Pendapatan dan Belaaja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan lembaral] Negara Republik Indonesia Nomor
s6941;

4. Peraturan Menteri DalaE Negeri Nomor 113 Tahun 2OI4 tentang pengelolaaa
Keuargan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2Ol5 tentang pedomar
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);

6. Peraturajr Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama,
Jumlah Kec€matar, Kelurahan da.rl Lembang Dalam Ikbupaten Tana Toraja
(tembarar Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 20 1 3 Nomor 2) ;

I

Pengelolaarl Keuangan lembang (Berita Daerah Kabupaten Tara Toraja Tahun
..... Nomor .... );
Dst......;

Dengar Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG

Tahun -...-... tentang

dengan rincian sebagai berikut

Rp.-....................

dan
KEPAI.{ LEMBANG

Menetapkan

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja L€mbang Tahun Anggaran ..

1. Pendapatan l,embang

2. Belanja lcrnbang

MEMUTUSIGN:

RANCANGAN PERATURAN LEMBANG TENTANG LAPORAN
PERTANGOUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA LEMBANG TAHUN ANGGARAN 20.....,..MENJADI
PERATURAN LEMBANG TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PEI,AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA LEMBANG TAHUN ANGGARAN 20........
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a, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Iembang

. b. Bidang Pembangunan

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

e. Bidang Tak Terduga

Jumlah Belanja

Surplus/ Delsit

3. Pembiayaan tcmbang

a. Penerimaan PembiaYaan

b. Pengeluaran PembiaYaan

Selisih Pembiayaan (a- b )

Rp

Rp

Rp.

Rp

Rp............................

Rp............................

Rp.

Rp.

Rp. .........................

Rp

Pasal 2

Uraian lebih lanjut menSenai hasil pelalsanaan Anggamn Pendapatan dan Betanja l€mbang

sebagaimana dimaksud dalam Pasat 1, tercantum dalam tampiran Peraturan LcmbaIr8 ini terdiri dari:

1. {.ampiran I : Laporan Pertanggundawaban Realisasi Pelal6anaaI APBL Tahun AngSaran '........;

2. Lampiran II : taporan Program Sektorat dan Program Daerah yang masuk ke Lembang'

Pasal 3

lampirart-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasat 2 merupaka-n baBian yang tida-k terpisahkan

dari Peraturan lembartg ini.

Pasal 4

Peraturan lembang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang menSetahuinya, memerintahkar pengundangan Peraturan lembang ini dengan

penempatannya dalam l€mbaran L€mbang.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPAI,A LEMBANG

Diundangkan di
pada tangxal ....

\-, SEKRETARISLEMBANc.....................,

LEMBARAN LEMBANG .......... TAHUN ............ NOMOR
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LAMPIRAN I : PERATURAN LEMBANG
NOMOR : TAHUN......
TENTANG : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

PELAKSANAAN APBL TAHUN ANGGARAN ......

LAPORAN PERTAN GGUNGJAWAE}AN REALISASI PELAKSANAAN APBL
rI1NII'KI IY I Ar1 IJI'IVIC'f11\ LI

TAHUN ANGGARAI.I.

KODE
REKENING

URAIAN

1 1 J

2
2

1

1

ANGGARA
N

(Rp.)

REALISA
SI

(Rp.)

LEBIH/
KURAN

G
(Rp.)

KET

1 2 3 4 5 6
PENDAPATAN

I 1 Pe nd ap at an A sli Lemb ang
1 I 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi darr

Gotonq Royong

I

Lain-lain Pendapatan Asli
kmbang yang sah

1 2 Pendapatan Tlansfer
1 2 1 Dana Lembang
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &

reLribusi daerah kabupaten
3
4

Alokasi Dana Lembang
Bantuan Keuangan

1 2 4 1 Bantuan Provinsi
1 2 4 o Flan+r ro n 11a1-.r r no lprrruvsl,q!vr^

1 Pendapatan Lain lain
1 I Hibah cian Sumbalgan ciari

pihak ke-3 yang tidak
men at
Lain-lain Pendapatan
Lemban an sah

l 3 2

I

JLTMLAH PBNDAPATAN

'2 
1

BELANJA
2 I Bidang P eng eleng g araan

Pemeintahan l,emba
Penghasilan Tetap dan
T\rniangan

2 1 1

2 1 1 1 Belania Pegarvai:
- Penghasilal Tetap Kepala

l,embang dan Perangkat

- T\rnjangan Kepala trmbang
dan Perangkat

- Tunjangan BPL
) 1 2 Operasional Perkantoran
2 1 2 2 Belan-la Barang dan ,-Iasa

- Alat Tulis Kantor



I - Renda POS
- Pakaian Dinas dan Atribut
- Pakaian Dinas
- Alat dan

Kebersihan
Bahan

- Perialanan Dinas
- Pemeliharaan
- Air, Listrik,dan Telepon
- Honor
- dst...

2 I 2 o Belania Modal
- Komputer
- Meia dan I(ursi
- Mesin Tik
- dst

2 I J Operasional BPL
2 1 J 2 Belania Barang dan Jasa

- ATK
- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
- dst

o 1 4 Operasional RT/ RW
2 1 4 2 Belania Baranq dan Jasa

- ATK
- Penqgadaan
- Komsumsi Rapat
- dst...

2 2 Bidang Pelal<sanaan
Pembangunan Le mbang

c c 1 Perbaikan Saluran lrigasr
2 2 I 2 Belanja Barang dan iasa

- Upah Keria
I - Honor
- dst

o o 1 c Belania Modal
- Semen
- Material

l-ast

Pengaspalan jalan
Lernbarrg

2 2 Belania Barang dan iasa :

- Upah Kerja
- Honor
- dst. . . ... . .... . .. . ..

2 a D^l^-:^ rr^r^I.l)Lld,l l la rvl\JrLdJ.

| - espal
- Pasir
- dst

2 2 2



-25-

2 2 3 Kegiatan

2 .) Bidang Penibiuaan
I{cmasyarakatan

I

c J I Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban

c a 1 2 Belania Barang dan Jasa:
I - Ho.ro. Pelatih

- Konsumsi
- Bahan Pelatihan
- dst

2 3 2 Kegiatan

4 Bidang Pcmberd ay'aan
Masyarakat

c 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala
Lembang dan PeranRkat

2 4 I 2 Belania Barang dan Jasa:
- Honor pelatih
- Konsumsi
- Bahan pelatihan
- dst

.) 4 c Kegiatan

c 5 Bidanq TakTerduqa
,2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar

Biasa
2 sll 2 Belania Barang dan Jasa:

- Honor tim
- Konsumsi

2 5 2 Kegiatan

JUMI"AH BEI-A.NJA

SURPLUS / DEFISIT

3 PEMBIAI'AAN
J 1 Peneimaan Pembiauaan
J I

1

I SILPA
3 2 Pencairan Dana Cadangan
.1 1 e Hasil Kekayaan Lembang

v.hd /.1i hic.hl,an

JUMLAH (RP)

2 Pengeiuaran Pembiayaan i

-1 2 11 I Pembentukan Dana
I I c"du.rean

!
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3 2 2 Penyertaan Modal kmbang
JUMLAH ( RP )

- Pembiayaan N€tto
(PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN )

- SILPA tahun be{alan
(SELISIH ANTARA
PEMBIAYAAN NETTO
DENGAN HASIL
SUPPLUS/DEFISIT)

IIII II

TANGGAL
TTD

(KEPAI.,A LEMBANG

U

U
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LAPORAN KEKAYAAN MIIJK I,EMBANG
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2O...

TANGGAL

TTD
(KEPALA LEMBANG

B. ASET TIDAK LAI.iCAR
. l. Jnvestasi Permanen

- Pen5rertaan Moda] Pemer-intah
lembang

2. Aset Tetap
- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Cedung dan bangunan
- ,Jalan, ,Iaringan dan Instalasi
- dst.......

3. Dana Cadangan
- Dana Cadangan

4. Aset tidak lancar Lainnya

I..AMPIRAN II: PERATURAN LEMBANG
NOMOR : TAHUN......'.
TENTANG: LAPORAN KEKAYAAN MILIK

DENGAN 3I DESEMBER 20...
LEMBANG SAMPAI

Se

TAHI.IN N-T
(Tahun

TAHUN N
(Tahun Periode

URAIAN

I. ASE"T LEMBANG
A. ASETLANCAR

1. Kas Lembang
a. Uang kas di Bendahara Lembang
b. Rekening Kas Lembang

2. Piutang
a. Piutang Sewa Tanah
b. Piutang Sewa Gedung
c. dst......

3. Persediaan
a. Kertas Segel
b. Matrrai
c.dst......

JUMLAH ASET I"ANCAR

JUMI^AH ASE"T TIDAK LANCAR
LAH ASET IA + B)

II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
. IUMLAH KEWA.IIBAN .'ANGKA PENDEK

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( I _ U )

.t



1. Aset lcmbang odalah barang milik Lembang gang berasal dari kekagaon
asli l,embarq, dibeti ataa diperoleh atas beban Anggaran Pend'apatan dan
Belanja Lembang atau perolehan hak lainnga gang sah-

2. IJang ka.s adain uaig milik Pemeintah l*mbang, baik gang di'simpan di
Bend.alura Lembang ma pun di releenirq ko,s lcmbang.

3. Piutang Lembang adalah tagihan uang Lembang lcepada pilnk gang

*engilola kekagaan Lembang, antara lain berupa tanah', gedung garlg

dilurapkan akan dilunasi dalam ualcat paling lama 7 $atu) tatatn anggaran
sejak ditetapkannga kerjasama tersebut.

4- pirsediaan addah suatu kekaga.an berupa barang milik penerintah Lembang
gang dinilai 4engan uong baik berupa uang lrertas mau*n surat berharga
\aldm periode normal, antara lain tcerla.s segel, materai, deposito, giro'

5. Aset imaang tidak lan-.r meliputi pengeftdan nndal pmerintah I'entbang

dan aset tetip milik Lembang antara iain tanah peralatan dan mesin, gedung

dan bangunan, jalan, jaringan dan instatasi'
6.Dana .idorrgri ad.alah dana gang disrbikan unfitk menampung kebutuhan

gorrg 
^.,rr.riukan 

dana gang relatif besar gang tidak dapat dipenuhi dalam
sadt tahun arlggaran.

,1. Kewajiban iTaicrh uturtg yarLg iintbtti kctrertu urlantgu ltti tlar r tun ttieir

PemeintaLt
3- ,Kekan;aan bersl\ aiala.\ se[^;;,\ a,iiara a-:et d-a'z le"uaiibon Penie;i'ttali

Lembang.

-24-

Penjelasan tabel:

Ca-ta,ta.n :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBL khususnya pada pcrrrbiayaarr

tidak ctibuka peluang untuk pinjarnan.
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LAMPIRAN III : PERATUR{N LEMBANG' NOMOR : TAHUN
TENTANG : PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG

MASUK KE LEMBANG

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE LEMBANG

Tanggal
Lembang
Kecamatan
Kabupaten

(,

t

i

L

No
Jenis

Kegiatan
Lnkasi

Kegiatan
Rincian
Kegiatan

Volu.mc Satuan Sumber
Dana

Jumlah
(Rp)

Kepala lembang ...


